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LATAR BELAKANG

Terdapat perubahan pengaturan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan

dengan Pekerjaan, Jasa, atau kegiatan sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri KeuanganNomor 168 Tahun 2023;

Pemberian kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Pemotong PPh Pasal

21 dan/atau Pasal26 dalam melaporkan pemotongan PajakPenghasilanPasal21 dan/atau Pasal26;

Pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang

Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri KeuanganNomor 18/PMK.03/2021;

Pelaksanaanketentuan Pasal20 ayat (5) Peraturan Menteri KeuanganNomor 168 Tahun 2023 bahwa

bentuk formulir atas bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan

Pekerjaan,Jasa,atau Kegiatan ditetapkan oleh Direktur JenderalPajak;

Ketentuan PER-14/PJ/2013 belum menampung kebutuhan perubahan pengaturan PajakPenghasilan

Pasal21 dan/atau PajakPenghasilanPasal26 sehingga perlu diganti .
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POKOK PERUBAHAN

Penyesuaian bentuk formulir untuk mengadopsi

kebutuhan PMK 168/2023 dan fasilitas perpajakan.
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Penambahan formulir bukti pemotongan bulanan

(1721-VIII) yang di ketentuan sebelumnya belum

diatur.
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Perubahan aplikasi pelaporan elektronik , dari aplikasi

berbasis desktop ke aplikasi berbasis web.
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PASAL 1 ðKETENTUAN UMUM

PASAL 2 ðPEMBUATAN, PEMBERIAN, DAN PELAPORAN BUKTI PEMOTONGAN 
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PASAL 3ðPENGECUALIANPEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN

PASAL 4 ðPENERIMA PENGHASILAN MEMBERIKAN NPWP (WPDN) ATAU
TIN / CERTIFICATEOF DOMICILE (WPLN) KEPADA PEMOTONGPAJAK

Tediri dari 14 Pasal

PASAL 5 ðSPT MASA PPH PASAL 21/26

PASAL 6 ðBENTUK BUKTI PEMOTONGAN DAN SPT MASA PPH PASAL 
21/26 SERTA KETENTUAN PENGGUNAANNYA

STRUKTUR PER-2/PJ/2024



PASAL 7ðSALURAN PELAPORANSPT
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PASAL 8 - KETENTUANLAMPIRAN SPTMASA PPH PASAL 21/ 26 DALAM BENTUKKERTAS

PASAL 9 ð PEMOTONG YANG TELAH MENGGUNAKAN SPT
ELEKTRONIKTIDAK DIPERBOLEHKANMENGGUNAKAN SPTKERTAS

PASAL  10 ðPEMOTONG DIANGGAP TIDAK MENYAMPAIKAN 
SPT JIKA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN

PASAL 11 S.D. 13 ðKETENTUAN PERALIHAN

PASAL 14 ðKETENTUANPENUTUP(BERLAKUSEJAKMASA JANUARI 2024)

STRUKTUR PER-2/PJ/2024
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DETAIL PERUBAHAN

�ƒ Aplikasi e-SPTDesktopmenjadi e-SPTWeb pada laman

DJPOnline

�ƒ Penyampaian SPT dalam bentuk kertas masih tetap

disediakan untuk kondisi tertentu

�ƒ Penyampaian e-SPT melalui media elektronik tidak

disediakan karena tidak relevan dengan e-SPTberbasis

web

�ƒ Terdapat fitur import dalam format excel untuk

membantu Wajib Pajak:

1. mengisi SPTsecaraoffline ;

2. menginput bukti potong dalam jumlah banyak;

3. mencetak bukti potong bagi WP yang masih

menggunakan formulir kertas.

PERUBAHAN

Sarana Penyampaian SPT PPh 21/26

DETAIL PERUBAHAN

Penambahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan

(Formulir 1721-VIII) bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan

yang menerima uang terkait pensiun secaraberkala.

PERUBAHAN

Penambahan Jenis Bukti Potong

DETAIL PERUBAHAN PENGATURAN


